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ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGHENTIAN TINDAKAN MEDIS 

TERHADAP PASIEN TERMINAL DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA 

EUTHANASIA 

(Ar Rahman, 1710112051, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas,  

 59 halaman, Tahun 2022) 

ABSTRAK 

Euthanasia dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan untuk 

mengakhiri penderitaan yang dialami seseorang yang sakit dengan cara 

mempercepat kematiannya. Dalam beberapa kasus pasien dengan kondisi terminal 

seringkali terjadi praktek penghentian tindakan medis oleh keluarga pasien. 

Mengenai penghentikan tindakan medis terhadap pasien terminal ini apakah bisa 

dikategorikan sebagai euthanasia, baik yang bersifat pasif maupun yang bersifat 

aktif. karena Undang-Undang Kesehatan Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik 

Kedokteran ataupun dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan tidak memberikan aturan yang jelas terkait dengan persoalan tersebut. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) Apakah setiap perbuatan 

penghentian tindakan medis terhadap pasien terminal dapat dikualifikasikan 

sebagai tindak pidana euthanasia? 2) Bagaimana tanggungjawab hukum dokter 

terhadap penghentian tindakan medis pada pasien terminal? Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis sosiologis. Penghentian tindakan medis yang 

dilakukan terhadap pasien dengan kondisi terminal tidak bisa kemudian 

dikategorikan sebagai tindak pidana euthanasia baik itu dalam konteks euthanasia 

aktif maupun euthanasia pasif. Hal ini disebabkan karena dalam kasus 

penghentian tindakan medis pada pasien terminal, tindakan penghentian 

perawatan sering dilakukan atas permintaan oleh keluarga pasien. Sedangkan 

yang namanya tindak pidana euthanasia itu adalah perbuatan yang dilakukan 

seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang dilakukan atas inisiatifnya 

sendiri yang bertujuan untuk mengakhiri hidup seorang pasien dengan tujuan 

mengakhiri penderitaan pasien. Dokter yang dihadapkan pada kepentingan hukum 

pasien atau keluarganya yang menginginkan untuk menghentikan tindakan medis 

terhadap pasien, oleh karena itu dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban 

pidana karena persetujuan pasien atau keluarganya menjadi dasar penghapus 

pidana bagi dokter. Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kesehatan 

No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dan 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dapat diketahui 

bahwa tanggung jawab dokter terhadap penghentian tindakan medis pada pasien 

telah dialihkan kepada yang membatalkan atau mengentikan tindakan medis. 
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